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Bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas 
usaha Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan 

Rakyat Khatulistiwa Pontianak agar mampu 
mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan 

memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli 
Daerah, perlu dilakukan penguatan struktur 

permodalan melalui penambahan penyertaan modal; 

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, penyertaan 

modal Pemerintah Daerah hanya dapat 
dilaksanakan apabila telah ditetapkan dalam 

Peraturan Daerah; oleh karena itu, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan 

Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak pada 

Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat 
Khatulistiwa Pontianak sebagai dasar hukum 

pelaksanaan investasi daerah yang profesional, 
akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik 

serta kesejahteraan masyarakat. 
 

Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 
ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 

Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1998; Undang-Undang Nomor 21 
Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014; Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 04/POJK.03/2015; 
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013; 
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019; Peraturan 

Daerah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Daerah 
Nomor 15 Tahun 2019; dan Peraturan Daerah 

Nomor 3 Tahun 2020. 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 11 

Februari 2020. 
 
Penjelasan: - 8 hlm. 

 



  

    

 


